PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 'se TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN
MENJADI JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR

Menimbang

Mengingat

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: KP.01.02-Sj/80 Hal Penyampaian
Informasi Perubahan Nomenklatur JF bidang PUPR dan Surat
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2254/R-
AK.02.02/SD/K/2025 Hal: Rekomendasi Pengukuhan Pejabat
Fungsional di Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan
Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Teknik Pengairan
menjadi Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air;

bahwa Perubahan Nomenklatur Jabatan  Fungsional
sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka  Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan
Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik
Penyehatan Lingkungan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional,

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian
Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN MENJADI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR.

Merubah Nomenklatur Jabatan Fungsional Teknik Pengairan
menjadi Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air

atas nama :

Nama

NIP
Pangkat/Gol.Ruang
TMT Kepangkatan
Jabatan Lama
Jabatan Baru
Angka Kredit

Unit Kerja

EKA TAMIMI, A.Md
197712152010011009

Penata Muda Tk.I/ IIl.b

1 Oktober 2021

Teknik Pengairan Mahir

Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir
102,901 (seratus dua koma sembilan nol
satu)

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Belitung Timur

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.265.000,-
sampai dengan diterbitkannya Peraturan perundang-undangan
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Penata
Laksana Sumber Daya Air.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Y ™Marct 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



